
HASIL KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV 

Tentang 

RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

Untuk semakin memperkuat bangunan kerukunan dan kesatuan 

Indonesia, dimana kerukunan antar umat beragama menjadi 

syarat mutlak di dalamnya, maka keberadaan UU Kerukunan 

Umat Beragama menjadi begitu penting dan mendesak. 

Mengingat, bangunan dan payung hukum yang mengaturnya 

harus mengikuti perkembangan sosial budaya yang terjadi di 

masyarakat yang semakin bercorak mengglobal. Untuk itu 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa IV meminta pemerintah dan DPR 

RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan 

mengesahkannya menjadi Undang-undang. 

Ijtima Komisi Fatwa MUI mengusulkan dimasukkannya 

beberapa point berikut ini di dalam materi UU Kerukunan Umat 

Beragama: 

1. Yang dimaksudkan dengan agama dalam UU Kerukunan 

umat beragama adalah agama-agama yang diakui di 

Indonesia yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, 

dan Konghucu, tidak termasuk aliran-aliran kepercayaan.  

2. UU Kerukunan umat beragama mengatur tentang kerukunan 

intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. 

3. UU Kerukunan Umat Beragama tidak boleh berbenturan 

dengan ajaran-ajaran dasar dan pokok dari agama. 

4. Pemerintah memfasilitasi dan menjadikan lembaga-

lembaga agama dalam fungsi regulasi dan pengawasan serta 

evaluasi kerukunan umat beragama.    

5. Harus ada peraturan yang jelas antara domain ritual dan 

domain non ritual di dalam masing-masing agama agar tidak 

terjadi bias dalam program kerukunan umat beragama. 

6. Untuk Memeliharan dan menjaga agar tidak terjadi benturan 

antara umat beragama perlu diatur dengan jelas dan tegas: 



a. Ketentuan tentang tata cara Pelaksanaan Penyiaran 

Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga 

Keagamaan Di Indonesia mengacu pada Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 1979 / No. 1 Tahun 1979  

b. ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang 

mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / 

No. 8 Tahun 2006. 

c. Ketentuan tentang larangan intervensi terhadap 

masalah-masalah intern umat beragama oleh umat 

agama lain. 
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